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WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN, PENATAAN DAN
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Perpasaran
Tradisional Swasta, sejalan dengan Peraturan Menteri
Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008, tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjuan dan Toko Modern, perlu memberikan Pedoman
Perizinan, Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional Swasta,
schingga melindungi aktifitas jual beli antara penjual dan pembeli
serta terciptanya perpasaran tradisional yang nyaman tidak kalah
bersaing dengan perpasaran modern;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang
Pedoman Perizinan, Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional
Swasta.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Dacrah Tingkal 1l dan Kotapraja di Sumnatcra Selatan (Lembaran
Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 2901};

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagekerjaan

(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4879);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran  Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan {Lembaran Negara  RI
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5234);
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Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Teko
Modern;

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor & Tahun 2005 tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Pasar (Lembaran Daecrah Kota Palembang Tahun 2007
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemenntah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEDOMAN
PERIZINAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
SWASTA.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

st

o

Daerah adalah Kota Palembang.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Perusahaan Dacrah Pasar Pelembang Jaya yang selanjutnya
discbut PD. Pasar Palembang Jaya adalah Perusahaan Daerah
Pasar Palembang Jaya milik Pemerintah Kota Palembang,.

Direksi adalah Dircksi PD. Pasar Palembang Jaya yang terdiri dari
Direktur Utama dan para Direkiur.

Badan adalash suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan
komanditer, perseroan lain, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan alau organisasi
yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
badan usaha lainnya.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual
lebih dari satu orang baik vang disebut Pusat Perbelanjaan, Pasar
Tradisional, maupun scbutan lainnya.

Pasar Tradisional Swasta adalah suatu tempat atau bangunan
yang disediakan atau diberikan fasilitasnya oleh swasta untuk
mclakukan kegiatan jual beli yang tidak dilarang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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G. Perizinan Pasar Tradisional Swasta adalah izin untuk
melaksanakan wusaha perpasaran yang dilaksanakan sebelum
melaksanakan Pengelolaan Perpasaran Tradisional Swasta.

10. Penataan Pasar Tradisional Swasta adalah penataan jenis dan
macam-macam barang dagangan yang dilaksanakan olch pedagang
pada Pasar Tradisional Swasta.

11. Pengelolaan  Pasar  Tradisional Swasta adalah pembinaan,
pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan mendirikan,
memindahkan, memperluas, Memugar, mengembangkan,
memperkecil dan menutup pasar tradisional swasta.

12.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional Swasta selanjutnya
disebut [UP2TS adalah izin untuk melaksanakan usaha
pengelolaan pasar tradisional swasta vang diterbitkan olech PD.
Pasar Palembang Jaya.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Perizinan, Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional
Swasta dimaksudkan sebagali upaya untuk memberikan pedoman
perizinan, penataan dan pengelolaan pasar tradisional swasta.

Pasal 3

Pedoman Perizinan, Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional
Swasta scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan unmk
menata, mengatur dan melindungi para pedagang dan pembeli dalam
kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa di Pasar Tradisional
Swasta.

BAB (1l
PEDOMAN PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal ¢

(1) Lokasi untuk Pasar Tradisional Swasta mempedomani Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Kota.

(2) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegialan
pendirian, pembangunan dan pengusahaan Pasar Tradisional
Swasta dalam Kota Palembang harus mendapat izin Walikota
melalui PD. Pasar Palembang Jaya.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 5
(1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan

membangun Pasar Tradisional Swasta harus  memiliki  izin
prinsip dari Walikota,



(2) Pengelola Pasar Tradisional Swasta wajib memiliki IUP2TS.

(3) Pengelola Pasar Tradisional Swasta yang menampung pedagang
lebih dari 200 (dua ratus) pedagang wajib memiliki analisa
dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.

(4) Selain Kketentuan pada ayat (2) Pengeloia Pasar Tradisional
Swasta wajib menyediakan:

kantor pasar;

lahan parkir;

mandi cuci kakus;

tempal pembuangan sampah;
tempat pengomposan;dan
pohon pelindung.
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(5) Pengelola  Pasar Tradisional Swasta yang kurang dari 200
pedagang wajib menyediakarn:

a. tempat pembuangan sampah;
b. mandi cuci kakus;dan
¢. pohon pelindung.
(6) TUP2TS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk:
a. satu lokasi usaha;dan
b. selama masih melakukan kegiatan pengelolaan pada lokasi
vang sama.

{?] [UP2TS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan
daftar ulang selama 3 (tiga) tahun.

BABV
PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan administrasi penerbitan [UP2TS dengan melampirkan:

w

formulir permohonan yang telah disediakan oleh PD. Pasar
Palembang .Jaya;

fotocopy Izin Prinsip;

fotocopy Surat Izin Tempat Usaha;

fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) penanggungjawab;

fotocopy sural kepemilikan tanah atau status lokasi;

fotocopy bukti lunas PBB tahun terakhir;

sket lokasi pasar dan tempat parkir; dan

photo penanggungjawab ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 lembar.
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BAR VI
JASA PENGELOLAAN

Pasal 7

(1) Dalam rangka pembinaan dan penyelengaraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, pengelola yang memungut jasa
pengelolaan wajib memberikan sumbangan kepada Pemerintah
Dacrah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(2) Pemerintah Daerah menugaskan kepacda PD. Pasar Palembang
Jaya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1),

BAB VIl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Walikota menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan
terhadap pengelolaan Pasar Tradisional Swasta.

(2) Walikota ~menugaskan Direksi PD. Pasar Palembang Jaya
untuk mengkoordinasikkan dan  melaksanakan pembinaan
dan pengawasan schagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB VIII
SANKSI

Pasal @

(1) Pengelola Pasar Tradisional Bwasta yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7,
dikenakan sanksi administratil.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa !
a. pembatalan IUP2TS;
b. pembekuan IUP2TS; dan
c. pencabutan IUP2TS.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang bersifat teknis sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota
ini ditetapkan oleh Dircksi PD. Pasar Palembang Jaya.



BAB X
PENUTUP

Pasal 11

PD. Pasar Palembang Jaya sebagai instansi teknis pelaksana
Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini, deéengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Palembang,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal &2 WMa¥et 2013

WALIKOTA PALEMBANG,

EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 - 2 — 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR ||



